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BAB II 

TINJAUAN UMUM MAS{LAH{AH  

 

A. Pengertian Mas{lah{ah  

Mas{lah{ah , secara etimologi berarti manfaat, kemanfaatan, atau suatu 

pekerjaan yang mengandung manfaat di dalamnya. Ibnu Mand}ur dalam Lisan al 

Arab menyatakan, Mas{lah{ah memiliki arti sama dengan s}alah}a, bentuk tunggal 

(mufrad) dari mas}a>lih}, sehingga setiap hal yang mengandung manfaat dengan 

cara mengambil, yakni mengambil hal yang baik, serta dengan cara menolak, 

yakni menolak hal yang merugikan dapat disebut sebagai Mas{lah{ah .37
 

Dalam buku Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya 

sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kata 

‚kemaslahatan‛ berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara 

kata ‚manfaat‛, dalam buku tersebut, diartikan dengan: guna, faedah. Kata 

‚manfaat‛ juga diartikan sebagai kebalikan atau lawan kata ‚mud }arat‛ yang 

berarti rugi atau buruk
38 

Pengertian Mas{lah{ah  secara definitif antara lain dikemukakan oleh Al-

Ghazali (450-505 H) sebagai berikut 
39

:  

َّاهؼَْنِيبالمصَْوحََةِالمحَُافظََةِػوَىَملَْصُوْدِامشََْعِ،ومَلْصُودُامشََعِِِنالخوَلِْخَمْسَةٌ،وهوأَهيَْحْفَظُؼَويَِْْم دِيْْمكِن

 فكَُُُّمَايفَُوْتُُٰذِهِالُأصُوْمفَُهوَُمَفْسَدَةودَفؼَْهمَصْوحََة.ْنََُمْ،وهفَْسُهمُْ،وغَلْوهُمُْ،ووسَْوهُمُْ،ومَامهُمُْْ

                                                           
37

Ibn Mandhur, Lisa>n al ‘Arab, Juz II (Beirut, Dar S}adir, 1990), 517. 
38

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1996), 634. 
39

 Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, Al-Mustas}fa Min ‘Ilm Al-

Us}ul (Mesir: Maktabah Al-Jundy,Tt}), 251. 
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Namun yang kami maksud dengan Mas{lah{ah adalah 

memelihara tujuan shara’ (dalam menetapkan hukum). Sedangkan 

tujuan shara’ bagi makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta mereka. Segala sesuatu yang menjaga lima 

hal pokok ini disebutmashlahat, sedangkan sesuatu yang 

menghilangkannya disebut kerusakan (mafsadat) dan menolak 

kerusakan tersebut termasuk Mas{lah{ah . 

 Al-Khawarizmi mendefinisikan kataMas{lah{ah sebagai berikut 
40

: 

غِبِدَفؼِْالمفََاسِدِغَنْالخوَْقِْ ْ  المحَُافظََةػوَىَملَْصُوْدِامشََّ

‚Memelihara tujuan shara’ (dalam menetapkan hukum) 

dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia‛. 

At-T}ufi menurut yang dinukil Yusuf Hamid Al-Alim dalam 

karyanyaAl-Maqa<s}id Al-‘Ammah Li al-Shari>’ati al-Isla>miyah 

mendefinisikan Mas{lah{ah dengan 
41

: 

ارِػِأوَػاَدَةِْ هىملَْصُودِامشَّ ىإ  غِبَارَةٌغَنامسَببَِالمؤَُدِّ

‚Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan shara’ 

dalam bentuk ibadat atau adat.‛ 

Definisi senada juga dilontarkan oleh Al-Shat{iby (w.790 H) dalam 

karyanya al-Muwa>faqa>t, yang mengartikan Mas{lah{ah dengan 
42

:  

وسَْاهِوتمََامُؼَيْشُهوُهيَْوهُُمَاتلَْتضَِيْأوَْصَافهَُامشَهواتِيْْوامؼَلويةػوَىَا مىلِيَامِحَيَاةِالإ مَايرَْجِؼُاإ

 لإطْلََقِْ
Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, 

kesempurnaan hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat 

syahwati dan aqlinya secara mutlak. 

Dari beberapa definisi di atas, baik yang dikemukakan oleh At-T}ufi, Al-

Ghazali maupun Al-Shat{ibi mempunyai maksud yang sama. Artinya,Mas{lah{ah 

                                                           
40

Syarifuddin, Us}ul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 346. 
41

 Syarifuddin, Us}ul Fiqh, 347. 
42

 Shatibi, al-Muwa>faqa>t fi Us}ul, 8. 
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yang dimaksudkan adalah kemashlahatan demi tercapainya tujuan shara’, bukan 

berdasarkan keinginan atau hawa nafsu semata. 

Pembahasan mengenai Mas{lah{ah mencapai puncaknya pada era Al-

Sha>t}ibi melalui magnum opus-nya yang berjudul al-Muwa>faqa>t fi> us}u>l al-

Shari>’ah (Harmonisasi-harmonisasi asas-asas shari’at). Terdapat tiga hal penting 

dalam karya Al-Sha>t}ibi tersebut, yaitu (1) mengembangkan posisi Maqa>s}id dari 

posisi lama sebagai ‚kemashlahatan mursal‛ atau kemashlahatan yang tidak 

terikat langsung oleh Nas}, menjadi fondasi hukum Islam; (2) mengembangkan 

maqa>s}id dari sekedar hikmah di balik hukum, menjadi dasar hukum itu sendiri, 

dan (3) mengembangkan penilain maqa>s}id sebagai salah satu dalil hukum, dari 

penilaian z}anni (dugaan), menjadi qat}’i (pasti)
43

. Sebelumnya, terdapat berbagai 

pembahasan mengenai Mas{lah{ah dalam bingkai Maqa<s}idShari>‘ah. Secara umum, 

pembahasan mengenai Maqa<s}idShari>‘ah sebelum era Al-Sha>t}ibi dapat 

diklasifikasi menjadi tiga fase. 

Fase pertama adalah saat dimana para ulama’ berupaya menemukan 

konsep awal maksud Hukum Islam. Fase ini berawal dari Abu Abdillah 

Muhammad bin Ali al-Tirmizi al-Hakim dalam kitab Al Shalat wa Maqa<s}idiha 

(al Ila>l wa al Ila>l al Shar'iyah wa al Ila>l al Ubudiyah). Dalam kitab ini, ia 

merumuskan beberapa analisis illat dan rahasia Hukum. Selanjutnya terdapat 

Abu Mansyur al Maturidi dalam kitab Ma’k{adh al Sharai’dan Abu Bakar al-Affal 

al-Shashi dalam kitab Us}ul Fiqh wa Mah}a>sin Shari>‘ahyang meletakkan term 

                                                           
43

Auda, Membumikan Hukum Islam, 319. 
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Maqa<s}id al Shari>‘ah. Kemudianmuncul Abu Bakar al-Abhari dalam kitab al 

Us}uldan Kitab Ijma' Ahl al Madinah, serta Al-Baqillani dalam kitab al Taqri>b wa 

al Irsha>d fi> Tarti>b T}uru>q al Ijtiha>d yang melanjutkan analisis illat-illat hukum. 

Fase kedua adalah saat dimana para Ulama’ telah menemukan konsep 

Maqa<s}idShari>‘ah dan berupaya untuk menemukan klasifikasi dari maksud 

Hukum Islam tersebut. Fase ini diawali oleh Al-Juwayni (Al-Haramain) dalam 

kitab Al-Burha>n fi> Us}ul al-Fiqh yang membuat stratifikasi Maqa<s}idShari>‘ah 

menjadiD}arurah, H}ajjah, Mukarramah dan Mandubah yang memiliki obyek 

Agama, Nyawa, Akal dan Keturunan. Selanjutnya terdapat Abu Hamid al 

Ghazali dengan beberapa kitabnya, namun karya magnum opus-nya di bidang 

Ilmu Us}ul Fiqh yakni kitab Al Mushtas}fa yang mengidentifikasi maqa>s}id menjadi 

D}aruriyah, Hajiyah, Tah}siniyah, Taziniyahdengan obyek Agama, Nyawa, Akal, 

Keturunan dan Harta. Analisis Al Ghazali ini kemudian dihadirkan ulang oleh 

Fakhr al-Din al-razi dalam kitab Al Mah}s}ul fi Ilm al-Us}ul, Sayf al-Din al-Amidi 

dalam kitab Al-Ih}kam fi Us}ul al-Ah}ka>m yang meringkas karya Al Ghazali, Al 

Juwaini dan Abu Hasan al Bas}ri. Al-Amidi menambahkan catatan perihal 

membatasi al Kulliyat al Khomsah hanya untuk D}aruriyat saja, dan memasukkan 

bahasan tentang al Mas{lah{ah al Mursalah. Pendapat Al-Amidi ini kemudian 

diikuti oleh Ibn H}ajib dalam kitab Muntaha> al-Us}ul wa al-‘Amal fi> Ilm al-Us}ul. 

Fase ketiga merupakan bagian dimana para Ulama telah menemukan 

pondasi teoritis perihal Maqa>s}id kemudian memperdalam sisi aplikatif dalam 

pembahasannya. Termasuk dalam fase ini adalah Al Bayd}awi dalam kitab Minha>j 
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al-Us}ul fi> Ilm al-Us}ul yang kemudian disyarahi oleh Al-Asnawi dalam kitab 

Niha>yah al-Us}ul fi> Sharh} Minha>j al-Us}ul. Kemudian terdapat Ta>j al-Din ibn al-

Subki dalam kitab Jam’ al-Jawa>mi’ yang mengidentifikasi Illat hukum kaitannya 

dengan Mas}lah}ah dan Izz al-Din Abd al-Salam dalam kitab Qawa>’id al-Ahka>m fi> 

Mas}alih} al-Ana>m yang bermaksud mempertegas pelaksanaan Mas}lah}ah dan 

meninggalkan Mafsadah. Kemudian terdapat Najm al Di>n al-T}ufi dan Taqiy al-

Di>n Ibn Taimiyyah yang spesifik membahas mas}lah}ah dan solusi apabila terdapat 

dua kemas}lah}atan ataupun dua kemafsadatan. Puncaknya adalah Abu Ish}a>q al-

Sha>t}ibi dalam kitab al Muwa>faqa>t fi Us}ul al Shari>‘ahyang menjabarkan 

Maqa<s}idShari>‘ah secara lebih terperinci baik dalam stratifikasinya (D}aruriyah, 

Hajiyah, Tah}siniyah)maupun komposisi obyeknya (Agama, Jiwa, Akal, 

Keturunan dan Harta) 

Klasifikasi dari fase-fase tersebut di atas dapat digambarkan dalam tabel 

sebagai berikut 
44

: 

  

                                                           
44

 Abd Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqa>shid al Shari>‘ah  (Jakarta : 

Prenadamedia, 2014), 97-99. 
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Tabel 2.1. 

Pembahasan Maqa<s}idShari>‘ah sebelum era Al-Sha>t}ibi 

Nama Kitab Formulasi Stratifikasi Komposisi 

Abu 

Abdillah 

Muhammad 

bin Ali al-

Tirmidhi al-

Hakim 

Al Shalat wa 
Maqa<s}idiha (al Ila>l wa 
al Ila>l al Shar'iyah wa 
al Ila>l al Ubudiyah) 

Analisis Ilat dan 

Rahasia Hukum 

- - 

Abu 

Mansyur al 

Maturidi (W 

333 H) 

Ma'k}adh al Shara'i Term Maqa<s}id al 
Shari>‘ah 

- - 

Abu Bakar al 

Qaffal al 

Shashi (W 

365 H) 

Us}ul Fiqh wa Mah}a>sin 
Shari>‘ah 

Term Maqa<s}id al 
Shari>‘ah 

- - 

Abu Bakar al 

Abhari (W 

375 H) 

Kitab al Us}ul, Kitab 
Ijma' Ahl al Madinah 

Analisis Ilat-Ilat 

Hukum 

- - 

Al Baqilani 

(W 403 H) 

al Taqrib wa al Irshad 
fi Tartib T}uruq al 
Ijtihad 

Analisis Ilat-Ilat 

Hukum 

- - 

Al Juwayni 

(al-

Haramain) 

(W 478 H) 

Al Burha>n fi Us}ul al 
Fiqh 

Analisis Ilat-Ilat 

Hukum 

D}arurah, Hajjah, 
Mukarramah, 
Mandubah 

Agama, Nyawa, 

Akal, Keturunan 

Abu Hamid 

Al Ghazali 

(W 505 H) 

(1) Al Mankhul min 
Ta'liqah al Us}ul, (2) 
Syifa' al Ghalil, (3) al 
Mustashfa min Ilm al 
Us}ul 

Identifikasi Ilat-Ilat 

Hukum kaitannya 

dengan Mashlahat 

D}aruriyah, Hajiyah, 
Tah}siniyah, 
Taziniyah 

(1) Nyawa, Akal, 

Kehormatan, Harta 

dan Agama (2) 

Agama, Nyawa, 

Akal, Keturunan 

dan Harta 

Fakh al Din 

al Razi (W 

606 H) 

Al Mahs}ul fi Ilm Us}ul 
(ringkasan kitab Al 
Mu'tamad karya Abu 

Hasan al Basri, al 
Burha>n karya al 

Juwayni dan al 
Mus}tashfa karya al 

Ghazali) 

Analisis Ilat-Ilat 

Hukum (banyak 

menghadirkan pikiran 

al Juwayni, al Ghazali 

dan Hasan Basri) 

D}aruriyat, Hajiyat, 
Tah}siniyat 

(1) Nyawa, Harta, 

Nasab, Agama, dan 

Akal (2) Nyawa, 

Akal, Agama, 

Harta dan Nasab 

Sayf al Din 

al Amidi (W 

631 H) 

Al Ihkam fi Us}ul al 
Ah}kam (Ringkasan 

Kitab al Mu'tamad 

karya Abu H}asan al 

bas}ri, al Burha>n karya 

al Juwayni, dan al 
Mus}tashfa karya al 

Ghazali) 

Menguatkan satu sama 

lainnya dan membatasi 

al Kulliyat al Khomsah 

hanya untuk D}aruriyat 
saja, dan memasukkan 

bahasan tentang al 
Mas{lah{ah al Mursalah 

Menguatkan 

D}aruriyat di atas 

Hajiyat, dan 

Hajiyat di atas 

Tah}siniyat 

Agama, Nyawa, 

Akal, Nasab dan 

Harta 

Ibn Hajib (W Muntaha al Us}ul wa al Periode Taklid dan D}aruri, Ghayr - 
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646 H) Amal fi Ilm Us}ul banyak mengikuti Al 

Amidi 

D}aruri 

Al Bayd}awi 

(W 685 H) 

Minhaj al Us}ul fi Ilm al 
Us}ul 

Analisis Ilat-Ilat 

Hukum 

D}aruriyah, 
Mashlahiyah, 
Tah}siniyah 

Nyawa, Agama, 

Akal, Harta dan 

Nasab 

Al Asnawi 

(W 722 H) 

Nihayah al Us}ul fi 
Syarh Minhaj al Us}ul 

Analisis Maqa<s}id 

dalam bahasan 

penguatan (Tarjih) dan 

tidak menambahkan 

catatan apapun 

D}aruriyah, Ghayr 
D}aruriyah 

Agama, Nyawa, 

Akal, Harta dan 

Nasab 

Taj al Din 

ibn al Subki 

(W 771 H) 

Jam' al Jawami' Identifikasi Illah Suatu 

Hukum kaitannya 

dengan Mas{lah{ah 
(Mas}alih} al Illah al 
Muna>sib) 

D}aruri, H}ajji, 
Tah}sini, Takmili 

Agama, Nyawa, 

Akal, Harta dan 

Kehormatan 

Izz al Din 

Abd Salam 

(W 660 H) 

Qawa>id al Ahka>m fi> 
Mashalih al Ana>m 

Merealisasikan 

Kemashlahatan (al 
Mas{lah{ah ) dan 

meninggalkan 

kerusakan (al-
Mafsadah) 

D}aruriyat, Hajiyat, 
Tah}siniyat, 
Takmiliyat. 
Mas{lah{ah terbagi 

menjadi Mas{lah{ah 
Haqiqiy dan 

Majazy 

Wajib, Haram, 

Mandub, Mubah 

Najm al Din 

al Tufi (W 

716 H) 

Syarh Muk}tas}ar 
Rawd}ah dan al ta'yin fi 
Sharh} al Arba'in 

Spesifik membahas 

tentang Mas{lah{ah  
Mas{lah{ah 
(Mu'amalat dan 

Adat Istiadat) 

didahulukan dari 

teks (nash) dan 

Ijma' (ketika terjadi 

kontradiksi) 

- 

Taqiy al Din 

Ibn 

Taimiyah 

(W 728 H) 

Qawa>id al Ah}kam dan 
Majmu' al Fatawa 

Ada kemashlahatan 

yang dominan di antara 

dua kemashlahatan dan 

kerusakan yang 

dominan di antara dua 

kerusakan 

Dunyawiyah, 
Ukhrawiyah, 
Bat}iniyah 

Darah, Harta, 

Kelamin, Akal, 

Agama, Akhlaq 

Abi Ishaq al 

Sha>t}ibi (W 

790 H) 

al Muwa>faqa>tfi Us}ul al 
Shari>‘ah dan al 
I'tisham 

Analisis lafaz Amr-
Nahy, Analisis Ilat, 

Penentuan makna asal 

dan makna pelengkap, 

Klasifikasi dalil 

Ta'aqquly dan 

Ta'abbudy. 

D}aruriyah, Hajiyah, 
Tah}siniyah 
(penjagaan dari segi 

ada / min nahiyah 
wujud dan tidak 

ada / min nahiyah 
adam) 

Agama, Jiwa, Akal, 

Keturunan dan 

Harta 

 

Yang dimaksudkan sebagai tujuan shara’ (Maqa<s}idShar’i) adalah lima hal 

yang dikenal pula dengan al kulliyyat al k}amsah, sebagai berikut 
45

: 

                                                           
45
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1. Melindungi Agama 

Beragama adalah hak dan fitrah setiap manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah 

memerintahkan untuk menjaga agama, antara lain dengan mewajibkan shalat dan 

larangan mengganggu orang yang sedang melaksanakan shalat. 

2. Melindungi Jiwa 

Hak hidup seseorang adalah hak yang juga harus dijunjung tinggi. Untuk 

melindungi hak tersebut maka dibuatlah peraturan seperti larangan membuhun 

orang lain dan bunuh diri, serta kewajiban adanya qishash dalam rangka 

melindungi jiwa seseorang. 

3. Melindungi Akal 

Akal merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia untuk berfikir. Dalam 

rangka menjaga akal, Allah melarang manusia mengonsumsi minuman keras 

karena dapat merusak fungsi akal. 

4. Melindungi Kelestarian Manusia 

Berketurunan juga merupakan masalah pokok dalam rangka memelihara 

kelangsungan umat manusia di muka bumi. Oleh karenanya Allah menshariatkan 

pernikahan dan melarang perzinahan. 

5. Melindungi Harta Benda 

Harta merupakan hal yang penting dalam menunjang kehidupan seorang manusia. 

Untuk menjaga agar permasalahan harta benda dapat berjalan sebagaimana 

mestinya, maka Allah memerintahkan untuk bekerja pada tempat yang halal dan 

melarang mencuri dan berbuat riba. 
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 Beberapa pakar Us}ul fiqh menambahkan perlindungan terhadap kehormatan 

(Hifdh al ‘Ird}) di samping kelima perlindungan tersebut di atas
46

. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa seseorang mukallaf akan bisa memperoleh kemashlahatan jika ia 

mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan 

mendapatkan kemudharatan jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut
47

. 

Penelitian tentang Maqa<s}idShari>‘ah mengalami perkembangan besar pada 

masa al-Sha>t}ibi (w. 790 H/ 1388 M) dengan kitabnya Al-Muwa>faqa>t dan 

dikukuhkan oleh sejarah sebagai pendiri atau bapak dari ilmu Maqa<s}idShari>‘ah. 

Setelah masa al-Sha>t}ibi barulah muncul Ibnu Asyur (w. 1325 H/1907 M) dengan 

karyanya Maqa<s}id al-Shari>‘ah al-Islamiyah. Kemudian muncul cendekiawan 

muslim kontemporer yang juga melakukan penelitian tentang Maqa<s}idShari>‘ah 

seperti Rasyid Rida (w. 1354 H/1935 M) yang menurut beliau Maqa<s}id di dalam 

Quran meliputi, ‚reformasi pilar-pilar keimanan, menyosialisasikan Islam sebagai 

agama fitrah alami, menegakkan peran akal, pengetahuan, hikmah dan logika 

yang sehat, kebebasan, independensi, reformasi sosial, politik dan ekonomi, serta 

hak-hak perempuan.  

Muhammad al-Gazali memasukkan ‚keadilan dan kebebasan‛ ke dalam 

Maqa<s}id pada tingkat keniscayaannya, Yusuf al-Qard}awi melakukan survei 

terhadap Quran dan menarik kesimpulan adanya tujuan-tujuan utama Shariat 

berikut: ‚melestarikan aqidah yang benar, melestarikan harga diri manusia dan 

hak-haknya, mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT, menjernihkan 

                                                           
46

Auda, Membumikan Hukum Islam, 34. 
47

 Djamil, Metode Ijtihad, 38. 
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jiwa manusia, memperbaiki akhlak dan nilai luhur, membangun keluarga yang 

baik, memperlakukan perempuan secara adil, membangun bangsa Muslim yang 

kuat, dan mengajak kepada kerjasama antarumat manusia. T{ahaJabir al-‘Alwani 

mengamati al-Quran untuk mengidentifikasi tujuan/ maksud yang utama dan 

dominan padanya. Beliau menarik kesimpulan bahwa maksud-maksud itu adalah 

Keesaan Allah SWT (al-Tawh}i<d), Kesucian jiwa manusia (Tazkiyah), dan 

Mengembangkan peradaban manusia di muka bumi (‘Imran)
48

 

Yang terbaru, terdapat metode penerapan Maqa<s}idShari>‘ah melalui 

pendekatan Filsafat Sistem. Metode ini diusung oleh Jasser Auda
49

. Melalui 

karya monumental yang berjudul Maqa<s}id al-Shari>‘ah as Philosophy of Islamic 

Law: a Syistem Approach, dia ingin mendobrak paradigma lama yang 

menganggap produk fiqhadalah final dan pintu ijtiha>dtelah tertutup.  

Melalui karyanya tersebut, Jasser Auda ingin membangkitkan kembali 

dinamisasi dan kreatifitas hukum Islam (fiqih) melalui rekonstruksi kajian 
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Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fikih diperoleh dari 

Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (Maqashid al-

Shari>‘ah) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic 

American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo 
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Islam di Masjid al-Azhar, Kairo. 
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Us}ulFiqih (Maqa<s}idAl-Shari>‘ah) dalam filsafat hukum Islam dikaitkan dengan 

ilmu filsafat (analisa system) dan sosial. Menurutnya, penerapan hukum Islam 

saat ini masih jauh dari sebuah upaya untuk menjawab tantangan di era global-

kontemporer. 

Dalam metode tersebut, Jasser Audamendekomposisi teori hukum Islam 

Tradisional dengan memperbandingkannya dengan teori hukum Islam era 

Modern dan era Postmodern serta menggunakan kerangka analisis Systems yang 

rinci mengusulkan perlunya pergeseran paradigma Teori Maqa<s}id lama (Klasik) 

ke teori Maqa<s}id yang baru. Pergeseran dari teori Maqa<s}id lama yang disusun 

oleh al-Shat{ibi ke teori Maqa<s}id baru yang diusulkan, dengan 

mempertimbangkan perkembangan pemikiran tata kelola dunia dalam bingkai 

negara-bangsa (nation-states).  

Terdapat tabulasi pergeseran paradigma teori Maqa<s}id klasik menuju 

kontemporer menurut Jasser Auda sebagai berikut 
50

: 

 

Tabel 2.2 

Pergeseran Teori Maqa<s}id menurut Jasser Auda 

No. Teori Maqa<s}idKlasik Teori Maqa<s}idKontemporer 

1. Menjaga Keturunan 

(al-Nasl) 
Teori yang berorientasi kepada perlindungan 

keluarga; kepedulian yang lebih terhadap 

institusi Keluarga 

2.  Menjaga Akal  

(al-‘Aql) 
Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah; 

mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu 

pengetahuan; menekan pola pikir yang 

                                                           
50

 M. Amin Abdullah, ‚Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di 

Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser 

Auda)‛, Media Shariah, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012. 146. 
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mendahulukan kriminalitas kerumunan 

gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk 

meremehkan kerja otak. 

3.  Menjaga kehormatan; 

menjaga jiwa  

(al-‘Ird}) 

Menjaga dan melindungi martabat 

kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak 

asasi manusia. 

4.  Menjaga agama  

(al-Di>n) 
Menjaga, melindungi dan menghormati 

kebebasan beragama atau berkepercayaan. 

5.  Menjaga harta  

(al-Ma>l) 
Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh 

perhatian pada pembangunan dan 

pengembangan ekonomi; mendorong 

kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang 

antara miskin dan kaya. 

 

Menurut Prof. Amin Abdullah, terdapat beberapa alasan mengapa 

pemikiran ini menarik sebagai epistemologi Islam dalam menghadapi globalisasi. 

Pertama, adalah karena dia hidup di tengah-tengah era kontemporer, di tengah-

tengah arus deras era global sekarang ini. Kedua, dia datang dari belahan dunia 

Eropa, namun mempunyai basis pendidikan Islam Tradisional dari negara yang 

berpenduduk Muslim. Ketiga, Jasser Auda sengaja dipilih untuk mewakili suara 

‘intelektual’ minoritas Muslim yang hidup di dunia Barat, di wilayah mayoritas 

non-Muslim. Dunia baru tempat mereka tinggal dan hidup sehari-hari bekerja, 

berpikir, melakukan penelitian, berkontemplasi, berkomunitas, bergaul, 

berinteraksi, berperilaku, bertindak, mengambil keputusan. Mereka hidup di 

tempat yang sama sekali berbeda dari tempat mayoritas Muslim dimanapun 

mereka berada, mengalami sendiri bagaimana harus berpikir, mencari 

penghidupan, berijtihad, berinteraksi dengan negara dan warga setempat, 

bertindak dan berperilaku dalam dunia global, tanpa harus menunggu petunjuk 
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dan fatwa-fatwa keagamaan dari dunia mayoritas Muslim. Keempat, Jasser 

Auda- peneliti tersebut mempunyai kemampuan untuk mendialogkan dan 

mempertautkan antara paradigma Ulum al-Din, al-Fikr al-Islamiy dan Dirasat 

Islamiyyah kontemporer dengan baik. Yakni, Ulum al Dinatau biasa disebut al-

Tu>ra>ts(Kala>m, Fiqh, Tafsi>r,Ulum al-Qur’an, al-Hadith) yang telah didialogkan, 

dipertemukan dengan sungguh-sungguh (untuk tidak menyebutnya 

diintegrasikan) dengan Dira>sa>t al-Isla>miyyah atau al-Hadathah yang 

menggunakan sains modern, social sciences dan humanities kontemporer sebagai 

pisau analisisnya dan cara berpikir keagamaannya.
51

 

Tawaran Jasser Auda dalam memandang Maqa<s}idadalah melalui 6 fitur, 

yaitu: 1) sifat kognitif system (cognition), 2) keutuhan (holism), 3) keterbukaan 

(openness), 4) hirarki yang saling terkait (interrelated hierarchy), 5) multidimensi 

(multidimention),6) tujuan akhir (purposefulness). Penjabarannya sebagaimana 

dalam tabel berikut 
52

 : 

Tabel 2.3 

Pelaksanaan Maqa<s}idShari>‘ah dengan Teori Sistem 

No Fitur Teori Analisis Sistem  Operasional Analisis Sistem  

Dalam Sistem Hukum Islam 

1 Sifat kognitif (cognitive 
Nature). Sistem adalah watak 

pengetahuan yang 

membangun system 

Sistem Hukum Islam dibangun berdasarkan watak 

pengetahuan pembuatnya (fa>qih) berdasarkan tek-teks 

yang menjadi sumebr hukum Islam (al-Qur’an dan al-

Hadits), untuk membongkar validitasi semua kognisi 

                                                           
51

Auda, Membumikan Hukum Islam, 126, Lihat juga tulisan Amin Abdullah ‚Etika Hukum di Era 

Perubahan Sosial Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems‛, 

Makalah disampaikan dalam ‚Diskusi Berseri Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik 

sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum UII – Seri III, 

Yogyakarta, 12 April 2012. 
52

Auda, Maqashid al Shariah as a,45. 
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hukumIslam. tentang teks dan nash. Harus dipisah antara sumber teks 

(Al-Qur’an dan al-Hadits) dengan pemahaman sesorang 

terhadap teks. Fiqh adalah hasil produk penalaran dan 

refleksi (ijtihad) manusia (ulama) terhadap nash (teks al-

Qur’an dan al-Hadits) sebagai upaya untuk menangkap 

makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Jasser 

Auda berpendapat bahwa produk ijtihad (fiqih) tidak harus 

dilihat sebagai perwujudan perintah-perintah Allah, 

meskipun didasarkan pada konsensus (ijma') atau penalaran 

analogis (qiyas).
53

 Semisal dalam memahami Ijma dalam 

hukum Islam selama ini disamakan dengan teks (al-Qur’an 

dan al-Hadits), ijma’ bukan sumber hukum Islam 

melainkan sekadar menjadi sebua mekanisme konsultasi 

sebuah problem.
54

 

Sifat kognitif hukum Islam ini bertujuan untuk 

menvalidasi dan mentashih pandangan pluralistic dari 

semua madhab hukum Islam. 

2 Keutuhan integritas 

(Wholeness) 

Dalam prsepektif teori 

Sistem, bahwa setiap 

hubungan sebab-akibat antar 

bagian harus dilihat secara 

utuh (holistic). Relasi antar 

bagian memainkan fungsi 

tertentu yang sama penting 

dan hubungan antar bagain 

tersebut bersifat dinamis 

bukan statis walaupun terlihat 

seakan berhenti 

 

Menurut Jasser Auda kajian Us}ul Fiqih dibutuhkan 

kerangka system yang utuh (holistic) tidak parsial, hal itu 

diharpakan Us}ul Fiqih dapat mencakup dan menjawab 

dinamika isu-isu kontemporer yang luas, sehingga dapat 

dijadikan prinsip permanen dalam Sistem hukum Islam.
55

 

Dengan analisa holistic ini Jasser Auda ingin menggeser 

orientasi Maqa<s}idShari>‘ah yang awal berdimensi 

‚individu-parsial‛ menuju dimensi ‚publik-universal‛ 

(Maqa<s}id al-Ammah) sehingga dapat diterima oleh 

masyarakat umum, seperti masalah kemanusian (HAM) 

dan keadilan, gender. 

3 Keterbukaan (Openess). 

Dalam teori system 

disebutkan bahwa system 

yang hidup adalah system 

yang terbuka. Keterbukaan 

sebuah system tergantung 

pada kemampuan beradaptasi 

dengan berbagai situasi 

diluarnya. Situasi inilah yang 

mempengaruhi tujuan sebuah 

system. System yang terbuka 

Menurut Jasser Auda, system hukum Islam (ijtihad) 

haruslah dibangun dengan system yang terbuka (oppeness) 

supaya sistem ijtihad senantiasa terbuka, sebab ijtihad 

dalam system hukum Islam mempunyai posisi yang urgen 

dalam masalah fiqih, dengan karakter terbuka ijtihad dapat 

dikembangkan kedalam mekanisme dan metodologi 

tertentu untuk menghadapi Isu-isu kontemporer.
56
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Auda, Maqashid al Shariah as a, 254. 
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Auda, Maqashid al Shariah as a, 193. 
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Auda, Maqashid al Shariah as a, 46-47. 
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adalah system yang selalu 

berinteraksi dengan 

lingkungan diluarnya. 

 

4 Interrelasi Hierarki 

(Interrelated Hierarchy). 

Struktur dalam teori sistem 

adalah memiliki struktur 

hirarki, yaitu terbangun dari 

sub system yang terkecil 

dibawahnya. Hubungan 

interrelasi menentukan tujuan 

dan fungsi yang akan dicapai. 

Usaha untuk membagi ke 

dalam bagain yang kecil 

merupakan proses pemilahan 

antara perbedaan dan 

persamaan diantara sekian 

bayak bagain-bagian yang 

ada. Bagian terkecil menjadi 

representasi dari bagain yang 

besar dan sebaliknya. 

Aplikasi system hirarki pada Sistem hukum Islam ala 

Jasser Auda adalah berawal dari kritiknya terhadap konsep 

Maqa<s}idAl-Shari>‘ah klasik. Menurutnya ada beberapa 

kelemahan, pertama: cakupan Maqa<s}idAl-Shari>‘ah terlalu 

umum pada semua Hukum Islam, sehingga sulit untuk 

fokus pada kajian bidang tertentu fiqih. Kedua: Fokus 

tujuan Maqa<s}idAl-Shari>‘ah sangat individualistik daripada 

keluarga, masyarakat atau manusia umumnya. Ketiga: 

Maqa<s}idAl-Shari>‘ah tidak memuat nilai-nilai universal 

kemanusiaan seperti keadilan, dan kebebasan. Keempat: 
Sumber Maqa<s}idAl-Shari>‘ah diambilkan dari sumber fiqih 

literis dan bukan kepada sumber realitas yang asli. 

Hirarki Maqa<s}idAl-Shari>‘ah tersebut menurut Jasser Auda 

perlu ditinjau ulang diesuaikan dengan konteks kekinian 

yang kemudian dijadikan landasan meteodologi dalam 

system hirarki kebutuhan dalam Maqa<s}idAl-Shari>‘ah. 
Jasser Auda memberikan tawaran baru terhadap hirarki 

kebutuhan Maqa<s}idAl-Shari>‘ah ke dalam 3 katagori: 

pertama: Maqa<s}id al-‘Ammah (general) yaitu Maqa<s}idyang 

mencakup seluruh Mas{lah{ah yang terdapat pada prilaku 

tashri’ bersifat universal, seperti keadilan, kebebasan, 

toleransi. Kedua: Maqa<s}id Khassah (spesifik) yaitu 

Maqa<s}id yang terkait dengan masalah tertentu, misal tidak 

boleh menyakiti perempuan dalam keluarga dan tidak 

boleh menipu dalam perdagangan. Ketiga: Maqa<s}id 
Juz’iyyah (parcial) yaitu Maqa<s}id paling inti dalam 

peristiwa hukum atau disebut hikmah (rahasia hukum), 

contoh aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam 

persaksian. Semisal dalam kasus kriminal modern saksi 

cukup satu yang penting yang bersangkuatan mampu 

bersikap jujur dan data valid. 

5 Multidimensi (Multi-
dimensionality). Sebuah 

system mempunyai struktur 

unsur yang multi-demensi dan 

kompleks memilik spectrum 

tidak tunggal dan, dimana 

diantara struktur saling 

terkait. Hal itu juga berlaku 

dalm system Hukum Islam. 

Menurut Jasser Auda, Hukum Islam merupakan system 

yang memiliki berbagai dimensi. Prinsip inilah yang 

dijadikan krtik Jasser Auda terhadap akar pemikiran binary 
opposition dalam hukum Islam. Dikotomi antara qat}’iy dan 

zhanny sangat dominan dalam metodologi penetapan 

hukum Islam, sehingga muncul istilah Qat}’I al-Dilalah, 

Qat}’I al-T}ubut, Qat}’I al-Mnatiq. Paradigma binary 
opposition harus dihilangkan untuk menghindari 

perreduksian metodologi serta mendaimakan dalil yang 

bertentangan dengan mengedepankan Maqa<s}id-nya. 



42 
 

 

Semisal perbedaan dalil hadits berkiatan dengan ‘urf harus 

dilihat dari prespektif Maqa<s}id universality of law.57
 

6 Tujuan (Purposefulness). 

Semua system mempunyai 

tujuan, dalam teori system 

tujuan di bagi dua yaitu goal 

(al-hadad) dan purpose (al-
Ghayah). Sistem akan 

menghasilkan goal apabila 

hanya menghasilkan tujuan 

dalam situasi konstan 

(mekanistik) dan hanya 

melahirkan satu tujuan, 

sedangkan system akan 

menghasilkan purpose jika 

mampu menghasilkan tujuan 

yang beragam dengan situasi 

beragam. 

Menurut Jasser Auda, pada prinsip system ini,tujuan 

Maqa<s}idAl-Shari>‘ah adalah purpose (al-Ghayah) yang 

tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai 

situasi-kondisi masyarakat. oleh karena itu tujuan 

penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada 

kemsahlahatan masyarakat yang terdapat disekitarnya, 

oleh karena itu perwujudan Maqa<s}idAl-Shari>‘ah menjadi 

tolak ukur dari validitasi setiap ijtihad, tanpa 

menghubungkanya dengan kecenderungan madhhab 

tertentu. Dengan menggali Maqa<s}idAl-Shari>‘ah 

dikembalikan pada teks utama (al-Qur’an dan al-Hadits) 

bukan pendapat dan pikiran faqih.
58

 

 

 

B. Macam Mas{lah{ah  

Pembagian Mas{lah{ah dapat diklasifikasi dalam beberapa varian, yaitu 

berdasarkan tingkatanya, kandungannya, Perubahannya dan eksistensinya. 

Pembagian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 

a.Mas{lah{ah dari segi tingkatannya  

Yang dimaksudMas{lah{ah dari segi tingkatannya ialah seberapa penting 

keberadaan Mas{lah{ah tersebut berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat 

hidup manusia. Dalam hal ini, Mas{lah{ah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, 

yakni D}aruriyyat (Primer), H}ajjiyyat(Sekunder) dan Tah}siniyyat (Tersier). 

Penjabaran dari masing-masing pembagian tersebut adalah sebagai berikut :  
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1)Mas{lah{ah  D}aruriyyat (Primer)  

Mas{lah{ah  D}aruriyat adalah salah satu bentuk kemashlahatan yang 

menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan 

agama maupun dunia. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa apabila 

kemashlahatan tersebut tidak ada, maka keharmonisan kehidupan manusia akan 

terganggu dan tidak akan tegak kemashlahatan mereka serta terjadilah 

kehancuran dan kerusakan bagi mereka.
59

 

Dalam hal ini misalnya adanya larangan membunuh seseorang. Tanpa 

adanya larangan tersebut maka akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan 

manusia karena akan saling membunuh antara sesama manusia. 

2)Mas{lah{ah Hajiyyat (Sekunder)  

Abu Zahra mengartikan Mas{lah{ah  H}ajjiyyat dengan kemashlahatan yang 

tidak bertujuan untuk menjaga lima hal pokok di atas, tetapi hanya bertujuan 

menghilangkan kesulitan dan kesusahan atau menjagahal-hal yang tidak 

berhubungan langsung dengan lima hal tersebut
60

 

 Jadi sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidak akan 

mengakibatkan kegoncangan atau kerusakan, tetapi hanya menimbulkan 

kesulitan saja. Seperti diharamkannya menjual minuman keras supayamanusia 

tidakdengan mudah dapat memperolehnya, pengharaman melihat aurat wanita, 

kebolehan berbuka bagi orang yang bepergian dan sebagainya.  
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 Khallaf, Ilm Us}ul Al-Fiqh, 332-333. 
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 Muhammad Abu Zahra, Tarikh Al-Madhhib Al-Islamiyah, Juz II( Kairo: Dar Al-Fikr Al-Araby, 

T.th), 90. 
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3)Mas{lah{ah Tah}siniyyat (Tersier) 

Walaupun demikian kemashlahatan ini tetap dibutuhkan oleh manusia. 

Misalnya, sebagaimana diuraikan oleh Al-Shat{ibi (W.790 H), dalam urusan 

ibadah Allah menshari>‘atkan berbagai bentuk kesucian, menutup aurat dan 

berpakaian yang indah serta dianjurkan pula mendekat kepada Allah dengan 

berbagai jenis amalan sunnah dan termasuk pula, misalnya, yang berkenaan 

dengan adab dan tata cara makan minum serta membersihkan diri dan 

sebagainya.  

Dari pembagianMas{lah{ah dilihat dari segi tingkatannya ini, ternyata 

secara subtansial Mas{lah{ah dibedakan. Namun dari sini muncul persoalan, karena 

dalam praktiknya dan usaha untukmewujudkannya dalam kehidupan bisa saja 

terjadi benturan diantara ketiga bentuk Mas{lah{ah tersebut.  

Misalnya adalah orang yang hendak sekolah dan hanya memiliki uang 

yang cukup untuk membeli salah satu peralatan sekolah, yakni antara buku dan 

sepatu. Dalam hal ini ia tetap wajib belajar sebagai bentuk penerapan Mas{lah{ah 

primer (D}aruriyyat), akan tetapi ia berada dalam kebimbangan apakah harus 

membelanjakan uangnya untuk membeli buku dalam rangka mencukupi 

kebutuhan sekunder (H}ajjiyyat) atau menggunakannya untuk membeli sepatu 

dalam rangka memenuhi kebutuhan tersier (Tah}siniyyat). 

Berkaitan dengan permasalahan ini, Al-Shat{ibi menjelaskan bahwa ketiga 

tingkatan Mas{lah{ah tersebut tidaklah berdiri sendiri, namun saling berkaitan 

antara yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu jika dalam suatu perkara ada 
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Mas{lah{ah dan mafsadah, ataupun manfaat dan madlarat, maka keduanya harus 

dipertimbangkan. Sedangkan yang menjadi pertimbangan akhir adalah yang 

paling kuat, dikarenakan menghindarkan diri dari suatu kemadlaratan lebih 

diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan. Kemashlahatan yang 

bersifat sekunder menyempurnakan yang bersifat primer dan yang bersifat tersier 

menyempurnakan yang bersifat sekunder
61

.  

Jasser Auda menjabarkan pembagian Maqa<s}id yang didalamnya terdapat 

tiga tingkatan keniscayaan (levels of necessity) bahwa D}aruriat dinilai sebagai 

hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri.  

Terdapat kesepakatan umum bahwa perlindungan D}aruriat atau 

keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum Ila>hi. Maqa<s}id pada 

tingkatan kebutuhan atau hajiat dianggap kurang esensial bagi kehidupan 

manusia. Terakhir, Maqa<s}id pada tingkatan kelengkapan atau tah}siniat adalah 

yang memperindah Maqa<s}id yang berada pada tingkatan sebelumnya, menurut 

ungkapan tradisional
62

.  

Dalam menerapkan persinggungan antara D}aruriyah, Hajiyah dan 

Tah}siniyah, AlSha>t}ibi menggunakan pedomansebagai berikut 
63

:  

ُّأصَْووٌِمَاسِوَاهُُِنْالحاَجِيوامتكَِْْيلي:ْْأ حَدُهَا ورِي مضََُ  .أَنََّّ

طْلََقٍْ:ْْوامثاَني ُّيَوزَْمْمِنْْاُخْتِلََلُمبَاكِيينبَاإ وْرِي ُ خْتِلََلُمضََّ   .أَنََّّ
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 Shat}ibi, al-Muwa>faqa>t fi Us}ul, 518. 
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وْرِي:ْْوامثَّامِثُْ ُ طْلََكاخْتِلََلمضََّ ينبَاإ ُلََيوَزَْمُمِنْاخْتِلََلِمبَاكِيِّ  أَنََّ

ابِْ مَا:ْْعوامرَّ وْرِيبِوَجِْْ ُ طْلََكِاخْتِلََلِمضََّ يبِاإ طْلََكِأوَْالحاَجِّ يْنِيّباإ لَدْيوَزَْمُمِناخْتِلََلِمتَّحْس ِ   .أَنََّ

وْرِي:ْْوالخاَمِسُْ ُ ينِيوِوضََّ ُيَنبْغَِيالَمحافظََةُػوَىَالحاَجِيوػوَىَامتحَْس ِ  .أَنََّ

 

Penjabarannya adalah sebagai berikut 
64

: 

1. KebutuhanD}arury (primer) adalah kebutuhan yang harus lebih diutamakan 

dari pada kebutuhan sekunder (hajiy) ataupun kebutuhan pelengkap (tah}siny).  

Artinya, ketika tujuan utama anda adalah belajar, maka ia harus 

diutamakan. Sisihkan waktu lebih banyak untuk mencapainya. Apapun halangan 

yang dapat mengganggu pencapaian kebutuhan primer tadi, maka segeralah 

hindari dan tinggalkan. Demikian juga halnya dengan ibadah. Ibadah adalah 

tujuan primer manusia di dunia. Bekerja, adalah kebutuhan sekunder. Mempunyai 

mobil, rumah mewah, adalah kebutuhan pelengkap.  

2. Terbengkalainya tujuan primer, akan mengakibatkan terbengkalainya tujuan 

sekunder dan tersier.  

Apabila anda tidak belajar, maka anda tidak akan membutuhkan hal-hal 

sekunder dan pelengkap lainnya, misalnya, buku, pensil, sepatu sekolah, atau 

seragam. Dalam kaitannya dengan ibadah, maka, ketika anda tidak beribadah, 

hakikatnya, anda tidak perlu bekerja dan rumah, karena bekerja dan rumah dicari 

hanya untuk dan demi kelancaran dan kehusyuan beribadah.  
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3. Tidak terpenuhinya tujuan sekunder dan pelengkap, tidak selalu disebabkan 

terbengkalainya tujuan primer. 

Seandainya, anda tidak mempunyai pensil dan sepatu bagus, tidak boleh 

kemudian anda meninggalkan tujuan primer anda, yakni belajar. Karena belajar 

bisa dilakukan meski tanpa pensil dan sepatu. Seandainya anda tidak bekerja dan 

tidak mempunyairumah, tidak berarti anda tidak perlu ibadah. Karena ibadah 

(misalnya shalat) dapat dilakukan meski memakai pakaian jelek atau bukan di 

rumah, misalnya di kebun dan di tengah padang pasir.  

4.Terkadang, apabila kebutuhan dan tujuan sekunder atau pelengkap betul-betul 

tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terbengkalainya sebagian tujuan primer.  

Apabila ketika belajar, anda tidak mempunyai pensil, pulpen, buku, 

sepatu, maka tujuan primer anda sedikit terganggu, maksudnya, hasil belajarnya 

tidak akan maksimal. Dalam kaitan dengan ibadah, apabila baju yang dipakai 

sudah jelek dan lusuh, tempat yang dipakai ibadah juga kotor, akan 

mengakibatkan ibadah (misalnya shalat)menjadi kurang khusyu dan kurang 

mantap. 

5. Perlunya melaksanakan tujuan sekunder atau pelengkap, adalah semata-mata 

demi mencapai tujuan primer. 

Anda membeli sepatu, pulpen, buku, hanyalah untuk kelancaran belajar, 

bukan untuk yang lainnya. Anda bekerja dan mengumpulkan uang, semata-mata 

adalah untuk beribadah kepadaNya, bukan untuk yang lainnya termasuk bukan 

untuk dibangga-banggakan dan dipamerkan. 
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b. Mas{lah{ah dari segi Kandungannya  

Ditinjau dari segi kandungan Mas{lah{ah , ulama Us}ul Fiqh membaginya kepada 

dua bagian, yaitu 
65

: 

1) Mas{lah{ah al-Ammah 

Maknanya adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan 

orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua 

orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misal larangan 

membunyikan suara keras pada jam tidur malam, karena mengganggu 

kemashlahatan masyarakat luas. Contoh lain adalah kebolehan membunuh 

penyebar Bid’ah karena dapat merusak aqidah ummat apabila hal tersebut 

menyangkut kepentingan ummat. 

2) Mas{lah{ah al-khashshah,  

Maksudnya adalah memutuskan suatu masalah berdasarkan kemaslahatan 

pribadi seseorang. Hal ini sangat jarang terjadi. Misalnya adalah kemaslahatan 

yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang 

(mafqud) yang dilakukan demi kemashlahatan orang yang ditinggalkan. 

Apabila terdapat persinggungan di antara kedua Mas{lah{ah tersebut maka wajib 

mendahulukan kemashlahatan umum dibandingkan dengan kemashlahatan 

pribadi. 

c. Mas{lah{ah dari segi Perubahannya  
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Ditinjau dari segi berubah atau tidaknya sebuah Mas{lah{ah , ulama Us}ul Fiqh 

membaginya kepada dua bagian, yaitu 
66

: 

1) al-Mas{lah{ah al-Tsabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak 

berubah sampai akhir zaman. Misalnya, kewajiban ibadah, seperti shalat, 

puasa, zakat dan haji.  

2) al-Mas{lah{ah al-mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah 

sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan 

seperti ini berkaitan dengan permasalahan mua’malah dan adat kebiasaan, 

seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah 

dengan daerah lainnya.  

Perlunya pembagian ini, dimaksudkan untuk memberikan batasan 

kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak. Dalam penentuan 

Mas{lah{ah yang bersifat mutaghayyirah, penentuan Mas{lah{ah terhadap suatu 

permasalahan tidak dapat dijadikan yurisprudensi terhadap permasalahan lain 

yang berbeda waktu dan tempat. 

d. Mas{lah{ah dari segi eksistensinya  

Ditinjau dari segi eksistensi atau wujudnya, Mas{lah{ah dapat dibedakan menjadi 

tiga macam, yakni ‚ 

1) Mas{lah{ah mu’tabarah 

Maksud dari kemashlahatan ini adalah kemashlahatan di manaterdapat 

dalil shara’ yang mengakui keberadaannya. Yang termasuk Mas{lah{ah ini adalah 
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semua kemashlahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, yaitu yang 

berhubungan dengan lima hal pokok yang telah diuraikan sebelumnya.  

Pemeliharaan jiwa manusia misalnya, merupakan kemashlahatan yang 

harus diwujudkan. Keharusan perwujudan ini ditunjukkan oleh Allah sebagai Al-

Shar’i dalam QS. al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan hukumqishash. 

Demikian pula pembebanan hukuman terhadap pencuri dalam QS. al-Maidah 

ayat 38 ditujukan untuk merealisasikan kemashlahatan kepemilikan harta benda. 

Larangan Allah mendekati atau berzina dalam QS. al-Isra ayat 32 adalah dalam 

usaha mewujudkan keturunan dan kehormatan manusia.  

Dalam transaksi ekonomi misalnya, keharusan adanyapersaksian yang 

adil adalah dalam upaya mewujudkan bentuk-bentuk muamalah dan mekanisme 

niaga yang jujur dan membawa kemashlahatan bagi kedua belah pihak.  

Keberadaan nash tersebut dapat menunjukkan secara langsung terhadap 

adanya kemashlahatan tersebut, atau tidak secara langsung. Dari langsung atau 

tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap Mas{lah{ah tersebut, Mas{lah{ah 

mu’tabarah dapat dibedakan dua, yaitu: 

i) Munaasib mu’atstsir, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum 

(Shari’) yang memperhatikan Mas{lah{ah tersebut. Contoh dalil yang 

menunjuk langsung kepadaMas{lah{ah ialah tidak baiknya mendekati 

perempuan yang sedang haid dengan alasan bahwa hal tersebut adalah 

penyakit. Hal ini disebutMas{lah{ah karena menjauhkan diri dari kerusakan 

atau penyakit. Alasan adanya ‚penyakit‛ tersebut yang dikaitkan dengan 
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larangan mendekati perempuan, disebut munaasib. Hal ini ditegaskan dalam 

firman Allah dalam Quran Surat al-Baqarah/ 2: 222:  

 

ْ َ ْحَتََّّ ْتلَْرَبوُهُنَّ ْوَلَ ْاممَْحِيضِ ْفِِ ِّسَاء ْامن ْفاَػْتََِموُاْ ْأَذًى ْهُوَ ْكلُْ ْاممَْحِيضِ ْغَنِ وَيسَْأمَوُهمََ

ذَاْتطََهَّرْنَْ
ّ
ْاممُْتَطَهرِّيِنَْيطَْهرُْنَْفاَ بُّ ابِيَنْوَيُُِ ْامتَّوَّ بُّ ْيُُِ ْالّلَّ نَّ

ّ
ْا ْمِنْْحَيْثُْأَمَرَكُُُْالّلُّ  فأَتِوُهُنَّ

Artinya: ‚Mereka bertanya kepadamu tentang haid }. Katakanlah: "Haid} 

itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan 

diri dari wanita di waktu haid}; dan janganlah kamu mendekati mereka, 

sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka 

itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang 

mensucikan diri. (Q.S.al-Baqarah/ 2: 222) 
67

 

 

ii) Munāsib Mula’im, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari shara’ baik dalam 

bentuknash atauijma’ tentang perhatianshara’ terhadapMas{lah{ah tersebut, 

namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipunshara’ secara 

langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan 

hukum yang disebutkan, namun ada petunjukshara’ bahwa keadaan itulah 

yang ditetapkanshara’ sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Contohnya; 

Terdapat penjelasan yang menunjukkan adanya perwalian ayah terhadap anak 

gadisnya dengan alasan anak gadis tersebut ‚belum dewasa‚. Sifat belum 

dewasa ini kemudian dapat digunakan sebagai alasan hukum dalam hal 

perwalian dalam harta milik anak kecil. 
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2)Mas{lah{ah Mulghah 

Yang dimaksud Mas{lah{ah mulghah adalah kemashlahatan yang 

bertentangan dengan dalil shar’i, baik nash maupunijma’. Contoh yang cukup 

populer dalam literatur-literatur fiqh adalah fatwa seorang faqih(ahli Hukum 

Islam) bernama Al-Laits tentang seorang raja yang melakukan persetubuhan 

dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramad}an. Hukum yang ditetapkan oleh 

faqih terhadap raja tersebut adalah melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut 

sebagai ganti dari memerdekakan budak. Hal tersebut dikarenakan 

memerdekakan budak sebagai sanksi hukum tidak akan mampu memberikan efek 

jera kepada sang raja tersebut. Hal ini disebabkan mudahnya seorang raja 

memerdekakan budak karena kondisi kehidupannya yang serba mewah. 

Olehkarenanya keharusan berpuasa sebagai sanksi pada urutan kedua 

sebagaimana yang ditegaskan oleh nash harus didahulukan pelaksanaannya 

karena dapat mewujudkan kemashlahatan sebagai tujuan hukum. 

Dalam kajian fiqih kontemporer, hal ini dapat ditemui dalam pembahasan 

mengenai pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dimana ada 

yang mengusulkan penyamaan pembagian antara laki-laki dan perempuan 

dikarenakan adanya kemashlahatan di dalamnya. Hal tersebut bertentangan 

dengan nash yang tegas sebagaimana dalam firman Allah : 

ْفِِْأَوْلَدِكُُْْنِلَّْ  نَرِْمُِلُْْحَ ِّْالُأهثيَيَْنِْيوُصِيكُُُْالّلُّ
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Allah menshari>‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua 

orang anak perempuan‛ (QS An Nisa ; 11)
68

 

 

Dalam nash tersebut tertulis tegas perihal pembagian harta warits dimana 

bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Maka 

apabila ada pendapat yang ingin menyamakan dengan alasan demi terwujudnya 

kemashlahatan maka kemashlahatan tersebut masuk ke dalam kategori Mas{lah{ah 

Mulghah karena bertentangan dengan nash yang sharih. 

 

3)Mas{lah{ah Mursalah  

Mas{lah{ah Mursalah tersusun dari dua kata, yaituمصلحة dan مرسلة. 

Kataمرسلةberasal dari akar kata مرسلا -يرسل  -أرسل   yang berarti ‚melepaskan, 

membebaskan, tidak dibatasi‛. Jadi sebagai bentuk maf’ulnya, maka 

kataمرسلةdari segi bahasa dapat diartikan dengan ‚dilepaskan, dibebaskan, tidak 

dibatasi‛
69

. 

Sedangkan dari segi istilah,dapat diartikan dengan ‚sesuatu yang tidak kembali 

pada nash Shari>‘ah yang tertentu dan juga tidak ada dalil yang menerima 

maupun menolaknya‛
70

. 

Jadi, jika kedua kata tersebut digabung maka akan terbentuk suatu konsep 

atau istilah yang oleh para ulama Us}ul misalnya Al-Shauka>ny diartikan dengan:  
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ىبالمصَامِحِالم غْتبَاتوهُوالمسَمَّ يِؼَْةِبِِلإ يلََيشَْهدُُمهَأصُُوْلمشََّ ِ مغَْاؤُهُ،وهُوَالََّّ  رْسَلَِْمَالَيؼَْومَاغْتِبَارُهُولَاإ

‚Kemashlahatan yang tidak diketahui diterima atau ditolaknya, yaitu 

kemashlahatan dimana asal (dalil pokok) yang tertentu dari beberapa asal 

Shari>‘at tidak memberi persaksian atas pengakuannya. Dan inilah yang 

disebut al-Mas{lah{ah al-mursalah‛.  

 

Dapat disimpulkan bahwa Mas{lah{ah Mursalah adalah suatu hal yang baik 

menurut akal, selaras dengan Maqa<s}id al Shari>‘ah dan tidak ada petunjuk nash 

yang menolak maupun membahasnya. 

Dalam kenyataannya jenis Mas{lah{ah ini terus tumbuh dan berkembang 

seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan 

kondisi dan tempat.  

Terdapat banyak diskursus kajian Islam yang mengedepankan Mas{lah{ah 

mursalah ini sebagai metodologinya. Untuk itu perlu kajian yang mendalam 

apakah Mas{lah{ah mursalah dapat dijadikan dasar penetapan hukum dan 

bagaimana penerapannya dalam masyarakat. 

 

C. Kekuatan Mas{lah{ah sebagai Hujjah 

Menurut Al-Sha>t}ibi, terdapat empat pendapat mengenai kehujjahan 

Mashlahat. Pertama, pendapat yang mengakui Mashlahat sebagai dasar hukum, 

selama tidak didasarkan pada dalil. Seperti al-Adli dan ulama-ulama yang 

sependapat dengannya. Kedua, pendapat yang mengakui validitasnya sebagai 

hujjah hukum secara mutlak, seperti Imam Malik. Ketiga, pendapat yang 

menerimanya, dengan sharat pengertiannya dekat dengan dalil Al-Qur’an dan 
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Sunnah, seperti Imam Shafi’i dan ulama Hanafiyah. Keempat, pendapat yang 

mencoba memberikan perincian bahwa manakala diterapkan pada masalah 

Hajiyah dan Tah}siniyah, maka Mas{lah{ah tidak dapat digunakan, lain halnya 

untuk diterapkan dalam masalah yang D}aruriyah, sehingga hal itu dapat 

dibenarkan, seperti pendapat Al-Ghazali
71

. 

Secara umum, penggunaan Mas{lah{ah sebagai hujjah didasarkan pada 

sejumlah alasan sebagai berikut : 

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum 

mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah 

berfirman: 

ِّوؼَْاممَِينَْ ةًْن ْرَحَْْ لَّ
ّ
 وَمَاْأَرْسَوْناَكَْا

‚Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam.‛ (QS Al Anbiya>’ ; 107)
72

 

 

Ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya 

dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan 

akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukanMas{lah{ah terhadap hukum-hukum 

lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal 

2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, 

zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila Shari>‘at Islam terbatas pada 

hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan. 
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3. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan 

sahabat, seperti Abu Bakar mengumpulkan al-Qur’an atas saran ‘Umar bin al-

Khatab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur’an dan 

menuliskan al-Qur’an pada satu bahasa di zaman ‘Utsman bin‘Affan demi 

memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur’an itu sendiri.
73

 

Secara lebih spesifik perihal Mas{lah{ah Mursalah, Jumhur Ulama 

memperbolehkan penggunaannya dengan syarat sebagai berikut 
74

: 

1. BerupaMas{lah{ah yang sebenarnya, bukanMas{lah{ah yang bersifat dugaan. Yang 

dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu 

kejadianitu dan dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak 

madarat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu 

mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara 

Mas{lah{ah yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini 

berarti adalah didasarkan atasMas{lah{ah yang bersifat dugaan. 

ContohMas{lah{ah ini ialah Mas{lah{ah yang didengar dalam hal merampas hak 

suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu 

bagi hakim saja dalam segala keadaan.  

2. BerupaMas{lah{ah yang bersifat umum, bukanMas{lah{ah yang bersifat 

perorangan. Yang dimaksud dengan ini yaitu,agar dapat direalisir bahwa 

dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat 

kepada umat manusia, atau dapat menolak madarat dari mereka, dan bukan 
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hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja. 

Apabila demikian maka hal tersebut tidak dapat diShariatkan sebagai sebuah 

hukum.  

3.Pembentukan hukum bagi Mas{lah{ah ini tidak bertentangan dengan hukum atau 

prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma’ dalam artian bahwa 

Mas{lah{ah tersebut adalahMas{lah{ah yang hakiki dan selalu sejalan dengan 

tujuan shara’ serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil shara’ yang telah ada. 

4. Diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya 

tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan 

hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan. 

Imam Ghazali, dalam membahas pemakaianMas{lah{ah Mursalah sebagai 

salah satu metode penetapan hukum, beliau tidak asal menggunakannya, namun 

beliau memakai syarat yang begitu ketat,yakni 
75

:  

1. Mas{lah{ah itu haruslah satu dari lima kebutuhan pokok. Apabila hanya 

kebutuhan kedua atau pelengkap maka tidak dapat dijadikan landasan(Hanya 

berlaku pada tingkatan D}aruriyat, tidak berlaku pada tingkatan H}ajjiyat dan 

Tah}siniyat) 

2. Mas{lah{ah itu haruslah bersifat semesta, yakni kemaslahatan kaum muslim 

secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan dalam keadaan 

tertentu. (Hanya mengakui Mas{lah{ah al Ammah, bukan Mas{lah{ah al 

Khashshah) 
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3. Mas{lah{ah tersebut harus bersifat qat}’î (pasti) atau mendekati itu. 

Sedangkan Al-Shat{ibi tidak mengharuskan hal-hal yang disharatkan oleh 

Imam Ghazali, tetapi mengemukakan tiga hal yang harus diperhatikan dalam 

ketika memutuskan hukum berdasarkan Mas{lah{ah mursalah, yaitu 
76

: 

1. Harus masuk akal, sehingga ketika disampaikan kepada akal, akal dapat 

menerimanya. Namun tidak boleh menyangkut hal-hal ibadah. 

2.Secara keseluruhan, harus sesuai dengan tujuan-tujuan Shariat, yang mana 

tidak menghilangkan satu dasarpun dari dasar-dasar agama, dan satu dalilpun 

dari dalil-dalil yangqat}’i. Tetapi ia harus sesuai dengan maslahat-maslahat 

yang menjadi tujuan dari Shariat, meskipun tidak ditemukan dalil khusus yang 

menerangkannya.  

3. Mas{lah{ah mursalah harus selalu mengacu kepada pemeliharaan hal-hal yang 

bersifat vital atau menghilangkan kesulitan dan hal-hal yang memberatkan di 

dalam agama. 

Pendapat yang menguatkan sama juga disampaikan oleh Jasser Auda. 

Menurutnya,struktur maqa>s}id Shari>’ah dimana penjagaan terhadap lima 

keniscayaan sebagaimana disebutkan di atas digunakan dalam hal yang bersifat 

d}aruriyat, bukan pada hal yang bersifat Hajiyah dan Tah}siniyah. Pendapat 

tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 

 

Bagan 2.1 

Struktur Maqa<s}idShari>‘ah menurut Jasser Auda 
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Maksud-Maksud Hukum Islam (Tingkatan Keniscayaan) 

Darurat 

(Keniscayaan) 

Tahsiniat 

(Kelengkapan) 

Hajiat 

(Kebutuhan) 

Melestarikan 

Jiwa 

Harta 

Akal Kehormatan 

Keturunan 

Agama 

Ket : Hirarki 

Maqashid menurut 

Tingkatan 

Keniscayaan 


